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In this increasingly advanced era, where progress and the needs of the 

times demand effective law enforcement, the role and presence of the 

Prosecutor as State Attorney is increasingly vital, especially in the 

context of civil law and state administration. The main objective is to 

protect the country's assets, maintain the integrity of the government and 

the state, and provide legal services to the public. In this study, the authors 

are interested in revealing the role of the Prosecutor as a State Attorney 

in the field of civil and state administration, as well as the limits of 

authority stipulated by laws and regulations relating to the judiciary. The 

research method used is normative legal research or library law research, 

involving primary and secondary literature searches related to regulations 

regarding the role of the Prosecutor as a State Lawyer. The results of the 

research show that from 1992 until the latest regulation in 2021, there 

have been various regulations governing the role of prosecutors as state 

attorneys in the context of civil law and state administration. Thus, it can 

be seen how far the Prosecutor's authority as a State Attorney is in 

carrying out his duties and functions to ensure certainty, benefit and 

justice for both the state and society.
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Di era yang semakin maju ini, di mana kemajuan dan kebutuhan zaman 

menuntut penegakan hukum yang efektif, peran serta kehadiran Jaksa 

sebagai Pengacara Negara semakin vital, terutama dalam konteks hukum 

perdata dan tata usaha negara. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi 

kekayaan negara, menjaga integritas pemerintah dan negara, serta 

memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, 

penulis tertarik untuk mengungkap peran Jaksa sebagai Pengacara 

Negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara, serta batasan 

kewenangan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang 

berkaitan dengan lembaga kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, 

dengan melibatkan penelusuran bahan pustaka primer dan sekunder yang 

terkait dengan peraturan tentang peran Jaksa sebagai Pengacara Negara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 1992 hingga peraturan  
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terbaru tahun 2021, terdapat berbagai aturan yang mengatur peran Jaksa 

sebagai Pengacara Negara dalam konteks hukum perdata dan tata usaha 

negara. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana kewenangan 

Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

untuk memastikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan baik bagi negara 

maupun masyarakat lebih efisien. Pemerintah memberikan kewenangan 

kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan 

melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan 

Daerah yang abru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan Harmonisasi 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Jenis 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu 

studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya 

proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. 

 

PENDAHULUAN 

Ke ljaksaan adalah selbuah institusi pelmelrintahan yang belrtugas mellaksanakan 

ke lkuasaan nelgara dalam hal pelnuntutan. Se lbagai bagian dari pelne lgakan hukum, jaksa adalah 

pe ljabat yang dibelri we lwe lnang ollelh hukum untuk be lrtindak selbagai Pelnuntut Umum dan 

melnjalankan putusan pelngadilan yang melmiliki kelkuatan hukum yang teltap. Se llain tugas 

se lbagai Pelnuntut Umum dalam pelrkara pidana, jaksa juga melmiliki tanggung jawab dalam 

pe lrkara pelrdata dan Tata Usaha Nelgara. Ke ljaksaan melnjalankan tugas pelnuntutan ini delngan 

melrde lka,1 artinya melre lka belbas dari pelngaruh atau intelrve lnsi dari pihak lain. Selbagai kelpala 

telrtinggi Keljaksaan, Jaksa Agung belrtanggung jawab atas pelnuntutan yang dilakukan se lcara 

mandiri dan indelpe lndeln, de lngan tujuan me lncapai keladilan belrdasarkan hukum dan hati nurani, 

se lrta melrumuskan dan me lngelndalikan ke lbijakan pelnanganan pelrkara untuk ke lbe lrhasilan 

pe lnuntutan. 

Jaksa Agung dibantu ollelh se lolrang wakil dan belbe lrapa Jaksa Agung Muda2, yang salah 

satunya adalah Jaksa Agung Muda Bidang Pe lrdata dan Tata Usaha (yang sellanjutnya disingkat 

Jamdatun).3 Yang me lnjadi tugas se lrta we lwe lnang pada lingkup pelrdata dan tata usaha ne lgara 

melliputi: pelnelgakan hukum, bantuan hukum, pe lrtimbangan hukum dan Tindakan hukum lain 

ke lpada Nelgara/pelmelrintah dalam selgala be lntuknya di lingkup pelrdata dan tata usaha nelgara 

 
1 Muhalmmald Yusuf et all, ‘Kedudukaln Jalksal Sebalgali Pengalcalral Negalral Dallalm Lingkup Perdaltal Daln Taltal Usalhal 

Negalral’, Jurnall Yustikal, 21 No 2 (2018). 12. 
2 ‘Lihalt Palsall 18 Alyalt (5) Undalng-Undalng Nomor 11 Talhun 2021 Tentalng Perubalhaln Kedual Altals Undalng- 

Undalng Nomor 16 Talhun 2004 Tentalng Kejalksalaln Republik Indonesial’. 
3 ‘Palsall 5 Huruf g Peralturaln Presiden Republik Indonesial Nomor 15 Talhun 2021 Tentalng Perubalhaln Kedual Altals 

Peralturaln Presiden Nomor 38 Talhun 2010 Tentalng Orgalnisalsi Daln Taltal Kerjal Kejalksalaln’. 
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untuk melnye llamatkan, melmulihkan kelkayaan nelgara, melnelgakan kelwibawaan pelme lrintah dan 

ne lgara selrta melmbe lrikan pellayanan hukum pada masyarakat.4 

Dalam elra yang selmakin maju ini, di mana pelrke lmbangan dan kelbutuhan zaman 

melngharuskan pe lnelgakan hukum yang e lfe lktif, pelran dan kelhadiran Jaksa se lbagai Pe lngacara 

Ne lgara selmakin pelnting. Selcara histolris, pada tahun 1922, belrdasarkan staatsblad Nol. 52/1922, 

Ke ljaksaan dibelrikan tanggung jawab dan fungsi dalam bidang Kelpe lrdataan. Fungsi ini telrkait 

de lngan upaya Jaksa dalam melngajukan pe lrmolholnan ke lpada pelngadilan untuk melngatur harta 

dan kelpe lntingan individu yang melninggalkan telmpat tinggalnya tanpa melmbe lrikan infolrmasi 

telntang telmpat tinggal baru dan tanpa melmbelrikan kabar belrita.5 

Ke lbe lradaan Keljaksaan selbagai pelngacara ne lgara mellibatkan Jaksa Pelngacara Nelgara 

(JPN) yang me lmiliki kelkuasaan khusus. JPN be lrtugas se lbagai pelrwakilan pelngacara nelgara 

dalam kasus-kasus pelrdata, tata usaha nelgara, selrta masalah keltatanelgaraan di selmua 

lingkungan pelradilan, baik di dalam maupun di luar pelngadilan. Melre lka belrtindak atas nama 

ne lgara atau pelmelrintah, selrta melnjunjung tinggi kelpe lntingan umum. Melskipun Undang-

Undang Ke ljaksaan tidak selcara elksplisit melngatur tugas dan welwelnang JPN de lngan jellas, 

pe lnellitian telntang pelran JPN sangat pelnting untuk melne ltapkan batasan yang belrlaku dalam 

kasus-kasus Pe lrdata dan tata Usaha Nelgara. 

De lngan latar bellakang telrse lbut, pelnulis be lrtujuan untuk melngide lntifikasi dan 

melme lcahkan belbe lrapa masalah yang telrkait delngan tolpik ini melnggunakan meltoldel pelne llitian 

yang re llelvan. Rumusan masalah yang akan dipelcahkan melliputi: (1) Pelran Jaksa se lbagai 

Pe lngacara Nelgara dalam kolnte lks hukum pe lrdata dan tata usaha nelgara, dan (2) Batasan 

ke lwe lnangan Jaksa selbagai Pelngacara Nelgara melnurut Undang-Undang dan Pelraturan telntang 

Ke ljaksaan. Pelnulisan ini belrtujuan untuk melmahami polsisi Jaksa selbagai Pelngacara Nelgara 

dalam kolntelks pe lrubahan undang-undang Ke ljaksaan, se lrta untuk melngelvaluasi seljauh mana 

JPN me lmbelrikan bantuan hukum, telrutama dalam bidang pelrdata dan tata usaha ne lgara yang 

melnjadi folkus utama pelnellitian ini. 

 

 
4 ‘Palsall 24 Alyalt (2) Peralturaln Presiden Republik Indonesial Nomor 15 Talhun 2021 Tentalng Perubalhaln Kedual Altals 

Peralturaln Presiden Nomor 38 Talhun 2010 Tentalng Orgalnisalsi Daln Taltal Kerjal Kejalksalaln’. 
5 Rudialnto, ‘Fungsi Kejalksalaln Sebalgali Pengalcalral Negalral Dallalm Prespektif Penegalkaln Hukum Di Indonesial’, 

Jurnall Calkralwallal Hukum 6, No 1 (2015). 100.  
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PERAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM KONTEKS HUKUM 

PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA 

Ke ljaksaan melruapakan salah satu institusi dalam pelnelgakan hukum dituntut 

indelpe lnde lnsi selrta mandiri. Maksudnya adalah, institusi pelnelgak hukum ini harus be lbas dari 

adanya intelrvelnsi dari pihak luar. Indelpe lndelnsi se lrta kelmandirian telrse lbut agar prolse ls 

pe lnelgakan hukum delmi kelpe lntingan pelne lgakan hukum itu selndiri dapat dilakukan se lcara adil, 

jujur, selrta transparan dan dapat melnghadirkan tujuan hukum yang selbelnarnya. Ke ljaksaan 

dituntut agar melnjunjung tinggi hakikat pelne lgakan hukum yaitu asas praduga tak belrsalah (fair 

trial) di dalam asas yang melnganggap sama di mata hukum (elquality belfolre l thel law).6 

Ke ljaksaan belrpe lran selbagai lelmbaga pelne lgak hukum, pelmelliharaan, selrta pelrlindungan 

masyarakat delngan tanggung jawab melmastikan kelpatuhan telrhadap pelraturan hukum di 

Indolne lsia.7 Jaksa, be lrdasarkan hukum yang be lrlaku, melmiliki tugas, fungsi, dan we lwe lnang 

telrte lntu. Pelne lgakan hukum melmiliki tujuan untuk melwujudkan prinsip-prinsip ke ladilan, 

ke lpastian hukum, dan manfaat solsial dalam praktiknya.8 Upaya pelnelgakan hukum yang 

dilakukan ollelh Ke ljaksaan tidak hanya belrkaitan delngan tindak pidana, teltapi juga melncakup 

pe lrkara pelrdata dan administrasi nelgara. 

Tugas se lrta kelwe lnangan Jaksa dalam bidang pe lrdata dan tata usaha nelgara, dapat dilihat 

be lrdasarkan undang-undang Ke ljaksaan. Baik dalam undang-undang16/2004 dan undang-

undang 11/2021 Telntang Keljaksaan, walaupun  se ldikit melngalami pelrubahan, yang dikatakan 

dalam undang-undang 11/2021 atas pelrubahan undang-undang 16/2004 bahwa “Jaksa Agung 

melrupakan Pe lnuntut Umum telrtinggi dan Pe lngacara nelgara di Ne lgara Kelsatuan Re lpublik 

Indolne lsia” dalam undang-undang selbe llumnya tidak diselbutkan se lcara spe lsifik me lngelnai 

Pe lngacara Nelgara . Dalam ranah pelrdata dan tata usaha nelgara, keljaksaan delngan kuasa khusus 

dapat belrtindak baik di dalam maupun di luar pelngadilan untuk dan atas nama ne lgara atau 

pe lmelrintah, maupun kelpelntingan umum.  

 
6 Ismalil Ghonu, ‘Independensi Kejalksalaln Dallalm Sistem Peraldilaln Pidalnal Di Indonesial’, Jurnall Justitial Et 

PalxJurnall Hukum 31, No 2 (2015). 12. 
7 Ook Mufrohim & Ratna Herawati, ‘Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Di Dalam Sistem 

Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia’, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, No 3 (2020). 

382. 
8 Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum (Bandung: Sinar Baru, 1987). 
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Jaksa Pe lngacara Nelgara melrupakan Jaksa delngan kuasa khusus, be lrtindak untuk dan 

atas nama nelgara atau pelmelrintah dalam kasus atau pelrkara pelrdata atau tata usaha nelgara.9 

Se lbagai pelngacara nelgara, fungsi dan tugasnya melliputi pelmulihan keluangan dan/atau aselt 

ne lgara, di mana jaksa telrse lbut dapat belrtindak se lbagai pelnggugat atau telrgugat telrhadap pihak-

pihak yang mellakukan pelngge llapan keluangan atau aselt nelgara. Selbagai selolrang jaksa, melrelka 

melmiliki pelran dan kelwe lnangan yang dibelrikan ollelh Undang-undang, selpe lrti melnjadi Pelnuntut 

Umum dan melnjalankan putusan pelngadilan yang sudah belrke lkuatan hukum te ltap, selrta 

ke lwe lnangan lain yang diatur dalam Undang-Undang. Salah satu belntuk kelwe lnangan lain 

telrse lbut adalah selbagai Jaksa Pelngacara Ne lgara. Dalam pelran ini, Jaksa Pe lngacara Ne lgara 

be lrtugas melmbella hak-hak nelgara dalam pe lmulihan harta kelkayaan atau aselt yang melrugikan 

ne lgara. 

Be lrdasarkan Undang-Undang Keljaksaan Re lpublik Indolne lsia Nolmolr 11 tahun 2021, 

Pasal 18 ayat (1) dan (2) selrta Pasal 30 ayat (2) melnjellaskan tugas dan welwe lnang Ke ljaksaan 

se lbagai Jaksa Pelngacara Nelgara. Keltika Jaksa dibelrikan kuasa untuk belracara dalam pelrkara 

pe lrdata, kelbe lradaan elmpat pasal dalam undang-undang telrse lbut melngatur kelwe lnangan jaksa10. 

Pasal 18 ayat (1) melnyatakan bahwa Jaksa Agung melrupakan Pelnuntut Umum telrtinggi dan 

Pe lngacara Nelgara di Indolne lsia. Pasal 18 ayat (2) melnje llaskan bahwa Jaksa Agung, baik karelna 

kuasa khusus atau karelna jabatannya, belrtindak selbagai Jaksa Pelngacara Nelgara dalam bidang 

pe lrdata, tata usaha nelgara, dan keltatanelgaraan di selmua lingkungan pelradilan, baik di dalam 

maupun di luar pelngadilan, untuk dan atas nama nelgara, pelmelrintahan, dan kelpe lntingan umum. 

Jaksa Agung adalah pimpinan telrtinggi institusi keljaksaan di Indolne lsia. Me lskipun 

ke ldudukannya belrsifat selme lntara, Jaksa Agung be lrtanggung jawab kelpada Prelside ln selbagai 

ke lpala elkse lkutif, yang melmiliki welwe lnang untuk melngangkat dan melmbelrhelntikan Jaksa 

Agung. Se llanjutnya, Pasal 30 ayat (2) melnjellaskan bahwa dalam bidang pelrdata dan tata usaha 

ne lgara, Keljaksaan delngan kuasa khusus dapat belrtindak baik di dalam maupun di luar 

pe lngadilan, untuk dan atas nama nelgara atau pelme lrintah. Sellain itu, Pasal 35 butir d melngatur 

bahwa Ke ljaksaan dapat melngajukan kasasi de lmi kelpe lntingan hukum kelpada Mahkamah 

Agung dalam pelrkara pidana, pelrdata, dan tata usaha nelgara. 

 
9 (Jalm Daltun) Kejalksalaln Algung RI, Himpunaln Petunjuk Jalksal Algung Mudal Perdaltal Daln Taltal Usalhal Negalra l., 

n.d. 
10 Malrwaln Effendy, Kejalksalaln Republik Indonesia l, Posisi Daln Fungsinyal Dalri Prespektif Hukum (Jalkalrtal: PT 

Gralmedial Pusalkal Utalmal, 2005). 
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Lelmbaga keljaksaan, selbagai bagian dari pe lmelrintahan, melmiliki pelran pe lnting selbagai 

pe lnelgak hukum. Se llain belrtugas se lbagai pe lnuntut umum, lelmbaga ini juga melmiliki tanggung 

jawab dalam pelrkara pelrdata dan tata usaha nelgara. Dalam hal ini, jaksa belrpe lran selbagai kuasa 

hukum pelme lrintah. Undang-undang 11/2021 telntang Ke ljaksaan RI melngatur tugas dan 

we lwe lnang jaksa di bidang pelrdata dan tata usaha nelgara dalam Pasal 30 ayat (2). Frasa "Jaksa 

Pe lngacara Nelgara" telrdiri dari tiga kata yaitu jaksa, pelngacara, dan nelgara, yang masing-

masing melmiliki arti yang dapat ditelmukan dalam kamus:11 

1. Jaksa adalah pelnuntut dalam suatu pelrkara yang melrupakan wakil pelme lrintah. 

2. Pe lngacara (Advolkat) adalah pelmbella dalam pelrkara hukum, ahli hukum yang be lrwe lnang 

se lbagai pelnaselhat atau telrdakwa. 

3. Ne lgara adalah olrganisasi dalam suatu wilayah telrtelntu yang diatur ollelh ke lkuasaan telrtinggi 

yang sah dan ditaati rakyat. 

 

BATASAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA MENURUT 

UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN 

Undang-Undang Keljaksaan melngatur dan melne ltapkan pelran dan tugas-tugas tambahan 

bagi jaksa, selpelrti pelngawasan telrhadap pe llaksanaan putusan belbas be lrsyarat dan melnjadi 

Jaksa Pe lngacara Nelgara jika nelgara telrlibat dalam gugatan pelrdata. Juga, jika selolrang warga 

atau badan hukum melngajukan pelrmolholnan ke lpada Hakim Tata Usaha Ne lgara untuk 

melme lriksa kelabsahan tindakan administratif yang diambil ollelh pe ljabat pelmelrintah telrhadap 

melre lka12, jaksa melmiliki kelwe lnangan untuk tindakan di dalam maupun di luar pelngadilan atas 

nama nelgara. Melrelka dapat belrtindak se lbagai pelnggugat maupun telrgugat, selrta belrpelran 

se lbagai kuasa hukum pelmelrintah, telrmasuk badan usaha milik nelgara dan daelrah.13 Namun, 

pe lnting dicatat bahwa melnurut Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Keljaksaan, jaksa harus 

melmiliki surat kuasa saat belrtindak dalam lingkup pelrdata. 

Se ljak tahun 1992 hingga aturan telrbaru tahun 2021, telrdapat banyak pelraturan yang 

melngatur pe lran Jaksa se lbagai Pe lngacara Ne lgara dalam sidang pe lrdata. Salah satu colntolhnya 

 
11 Em Zul Faljri & Raltu Alprilial, Kalmus Lengkalp Balhalsal Indonesial Kalralngaln (Jalkalrtal: Sinalr Gralfikal, 2006). 
12 RM. Suralchmaln & Alndi Halmzalh, Jalksal Di Berbalgali Negalral, Peralnaln Daln Keduduka lnnnyal (Jalkalrtal: Sinalr 

Gralfikal, 1995). 
13 Alinul Almalliyalh & Istiqalmalh, ‘Eksistensi Jalksal Sebalgali Pengalcalral Negalral Dallalm Penyelesalialn Sengketal 

Perdaltal’, Allaluddin Lalw Development Journall (A lLDEV), 3 no 1 (2021). 361. 
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telrdapat dalam undang-undang telntang Pelrse lrolan Telrbatas, di mana Pasal 146 ayat (1) huruf a 

melnje llaskan bahwa Keljaksaan dibelrikan we lswe lnang untuk me lngajukan pelrmolholnan ke lpada 

Pe lngadilan Nelge lri guna melmbubarkan Pe lrse lrolan Telrbatas yang mellakukan tindakan yang 

mellanggar hukum. Gugatan telrse lbut telrkait delngan pelrkara pelrdata dan tata usaha nelgara. 

Gugatan diajukan keltika selse lolrang, kellolmpolk, atau badan hukum melrasa bahwa hak-hak dan 

ke lpelntingannya telrganggu dan melnimbulkan pelrsellisihan delngan pihak lain yang 

melnye lbabkan kelrugian. Dalam kolntelks ini, pelngadilan nelge lri belrpe lran selbagai lelmbaga yang 

melnangani kasus telrse lbut. Gugatan yang diajukan ollelh Jaksa me lmiliki tujuan untuk 

ke lpelntingan umum dan mellindungi masyarakat selcara luas, telrmasuk melnce lgah kelrugian yang 

dapat ditimbulkan pada nelgara. 

Gugatan telrse lbut belrtujuan untuk melnjaga kelkayaan nelgara dari tindak pidana dan 

ke lgiatan kelpe lrdataan yang melrugikan nelgara. Namun, masih bellum jellas melngapa pe lran jaksa 

dalam mellindungi kelkayaan nelgara belrsifat pasif. Dalam kolntelks pidana, jaksa melmiliki pelran 

aktif karelna melmiliki welwe lnang untuk se lcara individu melnuntut telrsangka. Namun, dalam 

kolntelks pe lrdata, pelran jaksa dibatasi ollelh surat kuasa. Padahal, bidang pelrdata sangat 

be lrhubungan delngan hukum kelkayaan (harta belnda) dibandingkan delngan hukum pidana yang 

melnjadi pilihan telrakhir keltika upaya hukum lainnya tidak belrhasil. Tujuan pelne lgakan hukum 

di sini adalah melmbelrikan kelkuasaan ke ljaksaan di bidang pelrdata untuk mellaksanakan 

ke ltelntuan undang-undang atau putusan pe lngadilan yang melmiliki kelkuatan hukum teltap dan 

melngikat. Hal ini untuk melmastikan telrjaganya keltelrtiban hukum, kelpastian hukum, se lrta 

mellindungi kelpe lntingan nelgara, pelmelrintah, dan hak-hak pelrdata masyarakat. 

Pasal 24 ayat (2) dalam Pelraturan Prelside ln RI Nolmolr 38 Tahun 2010 telntang Olrganisasi 

dan Tata Kelrja Keljaksaan Relpublik Indolne lsia melrinci tugas dan kelwe lnangan yang dimiliki 

ollelh Jaksa Agung Muda bidang Pe lrdata dan Tata Usaha Nelgara yang belrbunyi:  

“Lingkup bidang Pelrdata dan Tata Usaha Ne lgara selbagaimana dimaksud pada ayat (1) melliputi 

pe lnelgakan hukum, bantuan hukum, pelrtimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kelpada 

ne lgara atau pelmelrintah, melliputi lelmbaga/badan nelgara, lelmbaga/instansi pelmelrintah pusat 

dan daelrah, Badan Usaha Milik Ne lgara/Daelrah di bidang pe lrdata dan tata usaha nelgara untuk 

melnye llamatkan, melmulihkan kelkayaan ne lgara, melne lgakkan kelwibawaan pelme lrintah dan 

ne lgara selrta melmbe lrikan pellayanan hukum kelpada masyarakat.”14 

 
14 ‘Peralturaln Presiden Republik Indonesial No 38 Talhun 2010 Tentalng Orgalnisalsi Daln Taltal Kerjal Kejalksalaln 

Republik Indonesial’. 
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Be lrdasarkan PElRJA Nolmolr: Pe lr-025/A/JA/11/2015 dapat disimpulkan bahwa tugas 

dan we lwe lnang melncakup:15  

1. Pe lne lgakan Hukum adalah welwe lnang Jaksa Pelngacara Nelgara untuk melngajukan 

gugatan atau pelrmolholnan kelpada pelngadilan dalam bidang pelrdata, selsuai delngan 

pe lraturan pelrundang-undangan, delngan tujuan melnjaga kelte lrtiban hukum, melnjamin 

ke lpastian hukum, selrta mellindungi kelpe lntingan Nelgara, Pe lmelrintah, dan hak-hak 

pe lrdata masyarakat. 

2. Bantuan hukum, JPN melmiliki tanggung jawab untuk melmbelrikan layanan hukum 

ke lpada instansi pelmelrintah, lelmbaga nelgara, BUMN, atau peljabat tata usaha nelgara 

de lngan belrtindak selbagai kuasa pihak dalam pelrkara pelrdata dan tata usaha nelgara 

se lsuai delngan surat kuasa khusus. 

3. Pe lrtimbangan hukum, tugas JPN untuk me lmbelrikan pelndapat hukum (Lelgal Olpinio ln) 

dan/atau pelndampingan (Lelgal Assistance l) dibidang DATUN atas dasar pelrmintaan 

dari lelmbaga nelgara, instansi pelmelrintah di pusat atau daelrah BUMN/BUMD, yang 

pe llaksanaannya belrdasarkan surat pelrintah JAMDATUN, Kajati dan Kajari. 

4. Pe llayanan hukum, tugas JPN untuk melmbelrikan pelnjellasan telntang masalah hukum 

pe lrdata dan tata usaha nelgara kelpada anggolta masyarakat yang melminta. 

5. Tindakan hukum lain, JPN melmiliki tugas untuk belrpelran selbagai meldiatolr atau 

fasilitatolr dalam melngatasi selngke lta atau pe lrse llisihan antara lelmbaga nelgara, instansi 

pe lmelrintah baik di tingkat pusat maupun daelrah, selrta BUMN/BUMD dalam bidang 

DATUN. 

Dalam melnye llelsaikan se lngkelta pelrdata, JPN me lmiliki olpsi untuk melnggunakan pro lse ls 

litigasi atau noln-litigasi. Salah satu be lntuk no ln-litigasi yang dapat digunakan adalah me ldiasi, 

yang belrtujuan untuk melncapai pelrdamaian atau kelse lpakatan antara para pihak yang se ldang 

be lrse lngkelta.16 JPN dapat melmbe lrikan pelrtimbangan hukum kelpada klielnnya mellalui upaya 

meldiasi. Pe lngaturan melngelnai upaya meldiasi dapat ditelmukan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-

Undang Ke ljaksaan yang melnyatakan selbagai belrikut: 

 
15 ‘PERJAl Nomor : PER-025/Al/JAl/11/2015 Tentalng Petunjuk Pelalksalnalaln Penegalkaln Hukum, Balntualn Hukum, 

Perimbalngaln Hukum, Tindalkaln Hukum Lalin Daln Pelalyalnaln Hukum Di Bidalng Taltal Usalhal Negalral’. 
16 Milal Nilal Kusumal Dewi, ‘Penyelesalialn Sengketal Dallalm Perjalnjialn Juall Beli Secalral Online’, Jurnall Calhalyal 

Kealdilaln Falkultals Hukum Universitals Indonesial Timur, Vol 5 No 2 (2017). 87.  
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“Jaksa Agung de lngan kuasa khusus ataupun kare lna keldudukan dan jabatarmya be lrtindak 

se lbagai Jaksa Pe lngacara Ne lgara, di bidang pe lrdata dan tata usaha nelgara se lrta keltatane lgaraan 

di se lmua lingkungan pelradilan, baik di dalam maupun di luar pelngadilan untuk dan atas nama 

ne lgara atau pelme lrintahan, maupun kelpe lntingan umum”. 

Salah satu kasus jaksa yang me lnjadi Jaksa Pe lngacara Nelgara dalam kasus Yayasan 

Supe lrse lmar, dimana pelmelrintah dalam hal ini me lmbelrikan kuasa khusus ke lpada jaksa 

pe lngacara nelgara untuk melnggugat Yayasan Supelrse lmar delngan dasar alasan bahwa pe lrbuatan 

telrse lbut me llanggar hukum telrkait ditelrbitkan PP No l. 15 Tahun 1976 te lntang Pe lne ltapan 

Pe lnggunaan Laba Belrsih Bank-Bank Milik Ne lgara. Belrdasarkan PP telrse lbut, se ljumlah Bank 

milik nelgara selpe lrti BI, BNI 1946, BDN, BBD, BTN, BRI, dan Bank E lxim diwajibkan 

melnyumbang 5% dari laba belrsih me lrelka untuk kelpe lntingan-kelpe lntingan solsial17. JPN me lnilai 

aturan telrse lbut bukannya dijalankan de lngan se lmelstinya bahkan itu dise llelwe lngkan ollelh re lzim 

Sole lhartol mantan prelside ln ke l dua RI. Pungutan dari bank milik pelmelrintah yang seldianya untuk 

ke lpelntingan solsial dan pelndidikan, justru dialirkan kel krolni-krolni Solelhartol. JPN pun 

melnuturkan itu adalah pelrbuatan mellanggar hukum, JPN juga be lrusaha agar aselt nelgara dapat 

ke lmbali. 

Dalam hal telrse lbut jaksa pelngacara nelgara juga tidak hanya se lbagai pelmbelri bantuan 

hukum tapi juga selbagai meldiatolr salah satu kasusnya Jaksa Pe lngacara Nelgara Ke ljaksaan 

Tinggi Bali tellah belrhasil mellakukan meldiasi antara PT Waskita Karya (Pelrse lrol) Tbk Olve lrse las 

Divisioln de lngan PT Pe llabuhan Indolne lsia (Pe lrse lrol). Me ldiasi dilakukan selbagai tindak lanjut 

pe lmbelrian jasa hukum Tindakan Hukum Lain selbagaimana Surat Pelrintah Kelpala Ke ljaksaan 

Tinggi Bali Nolmolr : 389/N.1/Gph.3/04/2022 tanggal 21 April 2022 adalah dalam rangka 

melnye llelsaikan disputel lelgal diantara Para Pihak yakni telrkait pelrmasalahan Pelrubahan Kolntrak 

(Adde lndum) pe lnambahan nilai kolntrak pada Pe lrjanjian Pelmbolrolngan Nolmolr : 

SP.2.92/HK.0502/P.III-2021 tanggal 30 April 2021 te lntang De lsign and Build Pe lke lrjaan 

Re lvelrtmelnt dan Reltaining Wall Dumping 2 dan De lrmaga Curah Cair di Pellabuhan Be lnola.18 

Dari pelnjellasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus Pelrdata dan Tata Usaha Nelgara, 

JPN be lrtindak se lbagai pelrwakilan nelgara atau lelmbaga nelgara . Dalam pelngadilan, baik di 

 
17 ‘Menggugalt Yalyalsaln Supersemalr, Titik Alwall Bongkalr Dugalaln Korupsi Soehalrto’, Dialkses paldal 1 Juni 2023 

https://hukumonline.com/berital/al/menggugalt-yalyalsaln-supersemalr-titik-alwall-bongkalr-dugalaln-korupsi-soehalrto-

hol16792/. 
18 ‘Jalsal Hukum Pengalcalral Negalral Kejalti Balli : JPN Kejalti Balli Medialsi PT Walskital Kalryal Daln PT Pelalbuhaln 

Indonesial’, Dialkses paldal 2 Juni 2023 https://www.kejalti-balli.go.id/berital/detalil/916. 
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dalam maupun di luar nelge lri, delngan catatan JPN harus melndapatkan surat kuasa khusus dari 

lelmbaga nelgara yang melmbutuhkan layanan dari Jaksa Pe lngacara Nelgara.  

 

KESIMPULAN  

Jaksa Pe lngacara Nelgara adalah selo lrang jaksa yang melmiliki welwe lnang khusus untuk 

be lrtindak atas nama nelgara atau pelme lrintah dalam pelrkara pelrdata atau tata usaha nelgara. Salah 

satu tanggung jawabnya adalah melngelmbalikan keluangan dan ase lt ne lgara yang tellah 

disalahgunakan, di mana jaksa telrse lbut dapat melnjadi pelnggugat atau telrgugat telrhadap pihak 

yang telrlibat dalam pelnyelle lwe lngan keluangan atau aselt nelgara. Selbagai selolrang jaksa, melrelka 

dibelrikan pelran dan kelwe lnangan olle lh pelraturan hukum.  

Tugas Jaksa Pe lngacara Nelgara mellibatkan melmbella hak-hak nelgara dalam prolse ls 

pe lmulihan kelkayaan atau aselt yang me lrugikan nelgara. Me lngelnai batasan kelwe lnangan jaksa 

se lbagai pelngacara ne lgara dalam bidang pe lrdata dan tata usaha ne lgara seljauh ini be llum ada 

undang-undang atau pelraturan yang melngatur spelsifik se lcara jellas melngelnai yang bo llelh dan 

tidak bollelhnya. Tapi pelrlu kita pahami ke lwe lnangan JPN se lbe lnarnnya sudah cukup jellas 

melngatur tugas dan fungsinya se lsuai delngan undang-undang dan pelraturan telntang ke ljaksaan. 

Jadi JPN akan tau dimana batas melrelka dalam melnjalankan kelwe lnangan selsuai de lngan udang-

undang.  
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